Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESJA

o

(W)

A

10.

NOMOR :J %% TAHUN 2013
TENTANG

! PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH [BTIDAIYAH SWASTA AL-

WASLIYAH
MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwid dalem rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu
Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahwa Madrassh yanyg tercantum dibawah ini’ telah memenuhi persyaratan
administratif,teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan. "

bahwa berdasarkan pertimbanparn sebapaimana dimaksud dalam huruf a dan b di
alas, perlu menctapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang:
peiaberian izin  operesicnal pendiian  Madrasah [btidaiyah Swasta Al-
Washlivah

Undang — undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
(Jembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Womor 4301 ) ’
Undang-undang nemor 14 iahun 2008 tenlang guru dan dosen ( lembaran
Neyara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tembahar lembaran Negara
Republik Indonesia Nome: 4586 ) i

Peraturur  Pcomerinish Nomor 19 Tahun 2005 tentang, standar nasional
pendidikan ( lemonga Negia Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 41,
Tembahan Lombaran Yegara Republik Tndonesia Nemor 4496) sebagainiana
telah divbah dingan Peratiran Pemearintah Nomor 32 Tabun 2013 tentang
Ferabahan aws Peraturen Pemeriiah Nomor 19 Tahuy 2005 tentang Standar
Nasional Pencidikan (Leniberan Negzra Republik Ingonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tamozhan T «mharan Negara Republik (ndonesia Nomos 5410);

Peraturan Pen:erintah Nomor 47 Tahun 2008 tertang Wajib Belajar Pendidikan.
Dasar (Lembaran MNegais Republix Indoncsia Tahun 2008 Nomor ©0,
l'ambaban i_embaran Nepara Republik Indoncesia Nomor 4863);

Peraturen Pemenintali Nowior 4% Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan
(Lembarar Negars Republik laconesin Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Neeara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Femerintal, Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2608 Nomor 194, Tambzhan Lembaran Negara
Repuyblik Indonesia Nomor 4941):

Persturan Nomor 17 Tshua 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan I.embaran Negaia Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintuh Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahen Atas Perawran: Pemerintali Neomor 17 Tahun 2010 tentang
pengolahan den Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3157):

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana
dan Pransarana Untuk Sekoiah Dusar / Madrasah Ibtiduiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah 7'sanawivah. den Sckolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Peadidikan Nasional Nomor 1S Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebapaimana telah diubah
menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahen atas Peraturan Meateri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minima! Pendidikan di Kabupaten/Kota
Peraturan Mentleri Agama Womor 7 Taliun 2008 tentang Stendar Kompetensi
Lulusan der Standar Isi Pendidikan Apama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
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11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pcngawasaj? Madrasal
dan Pengawssan Pendidikan Apama lIslam pada Sekolzh (B'crlta Negarn
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengar
Peraturan Menteri Agame Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rerubahan Atac
Peraturan Menten Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madracah
dan Pengawes Pendidikan Avama [siam pada Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesta Tahun Z013 Noraor §54),

12, Peraturan Menteri Apama Momor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikun Mudmsah (Benta Nepara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1382);

13. Keputusan Direktur Jenderu Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun-2014 tentang
petunjuk  Teknis  Pendirian Modrasal/RA Yang diselenggarakan oleh

Masyarakat
Sural Kepale Kanlor Kementernan Agama Kabupaten  Simalungun Nomor
Kd.02.26/3/PP.0(v353/20!5 Tanppal 13 Mei 22015 tentang  Permchaonan

Rekemendas: Pencrbitan S1op Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Washliyah.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MINTER! AGAMA REPURLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPRAN L[N OI'FRASTONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA AL-WASHLIVAH

Meraberil:an izin operacione! nenrdinan Madrasah kepada Madrasah sebagaimana

tercantum aalam  Lampiran vane o crupakan bagian tidak terpisahkan  dari
Keputusan mi,

Madrasab  Ibtidaivah Swastc Secclals anpka wakty 7 (tuiub) Tahun, Kepzla
Madrasch yang tersanghatan wairb,

8. Menvaopoihan  laporan  persembiea Madrasah

kepada HKepaia I{antor
Kemen-enmn Apgama vang memay

Coing sedikat perkembangan juimlah peserta
TR e RS L KU WU M, e 1k S i AT pemenuhsn standar sarana prasarana
dan pelaksanaan pemenunan ctanda pendid'k dan tenapa kependidikan; dan/atau

Lo Mengajukan penoalieran visrast anscditis: scholah/madrasah kepada BAP-S/M
sesues ketentuar peraturan perundan undangan,

Dalam hal perhembanpan Madrasah «hapanmana dimaksud dalam Diktum Kedua

huruf a dinilal memenuhi sizndag pelavanan minural penyelenpgaraan pendidikan

dan‘atau hasil ahredntasi sebagannang donaksud Diktum Kedua huruf b mendapat
pertnghat minima: ., meka rzin onerasonal sevaaimana dinaksud dalam Diktum

Wesatu tetap beriaku ]

Dalam hal perkembanpan Raudhatu! At () sebagaimana dimaksud dalam Diktim

Kedua huruf o dinlai memenuhy standar pclayanan minimal penyelenggaraan

pendidikan danvatau hasil aiveditass scbapaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b

tidal: mendepat peringkat winimal C, maka 1zin operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesat) gizabal.

Keputusan ini mulai beriaku padatanpgal dnetapkan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTEKI AGAMA. REPUBLIK INDONESIA

NOMOR @ 068 TAHUN2015

TENTANG PENETAPAN [7ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA AL-WASHLIYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN 1ZIN OPERASIONAL

1. | Nama Madrasah Mudiasch Ibtidaiyah Swasta Al-Washliyah

|
|

2. | Nomor Statistik Madrasah 2
3. | Alamat Madrasah Jelan : Huta Bayu
[ Desg/Reivruhun @ Bandar Masilam
| Kevamutan . Bandar Masilam
! Iebupatea/Kota : Simeluogun
| s Peoviisi o Sumatera Utara i

|
L

4. | Nama Organisasi Penyelengpara ’ Derkurminulan Al Jami’Yatel Washliyah
i

5.1 Ake Notaris Orgarisasi Anta Nomor 94 Tanggal 28 Juni 2094 Yaug dibuzt oleh

Penyelenggara | Netaric Drs ffasbuilab aadi.SH.Uav dibadapan Lely
| Suhurt Penpganti Wotaris Drs.Hasbuliab Hadi.SH,Decgar
| Akte Nomor 11 Tanpgal 20 April 2006 berkeGudukan di
| Kshupaten Deli Seruang
i

o

il 1 . -

| Keputitsnn Kemenkumham Republik Indonesta Nomor :
Pengesahan Akte Notaris b To26.347T 0006 Th. 2006 Tanggal 09 Mei 2006
Organisasi Penyelenggare
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